
72  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

Aksinudin Saim. (2022). Hukum Pertanahan Mengurai Kompleksitas 

problem Pertanahan di Indonesia (1st ed.). Inteligensia Media . 

Hardi, F. (2023). PENGANTAR ILMU HUKUM (Fahamsyah Ermanto 

(ed.)). CV. Intelektual Menifes Media. 

Iluni. (2019). DISKUSI HUKUM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT 

(Fahmi Irfan, Ed.; 1st ed.). Kencana . 

Isnaini, & Lubis Atmei Anggreni. (2023). Hukum Agraria Indonesia 

(Pelaksanaan PTSL, dan Penyelesaian Konflik Agraria) (Vol. 1). 

CV. Pustaka Prima . 

Kartika Dewi. (2015). BUKU PUTIH REFORMA AGRARIA Reforma 

Agraria Mewujudkan Kemandirian Bangsa (Vol. 3). Konsorsium 

Pembaruan Agraria. 

Kurniawati Baiq. (2024). Kecamatan Membalong Dalam Angka 2024 

(Khoirunnisa Maulani Sayyidah (ed.); 19 ed.). 

 

Muwahid. (2016). POKOK-POKOK HUKUM AGRARIA DI 

INDONESIA (Vol. 1). UIN Sunan Ampel Press. 

 

Muliadi Ahmad. (2015). HAK-HAK ATAS TANAH (KAJIAN PERUNTUKAN, 

PEMELIHARAAN DAN PENATAGUNAAN TANAH DALAM SISTEM 

PEMBANGUNAN HUKUM PERTANAHAN NASIONAL) (Vol. 1). 85. 

Erzatama Karya Abadi. 

 

Nugrahani Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian 

Pendidikan Bahasa . 

Ramadhani Rahmat. (2018). Buku Ajar Hukum Agraria (Lubis Syukran, 

Ed.; Vol.1). UMSU Press. 

Sulaiman Abdullah. (2019). PENGANTAR ILMU HUKUM (Vol. 2). UIN 

Jakarta bersama YPPSDM. 

Syahputra Akmaluddin. (2012). Hukum Perdata Indonesia (Khalid, Ed.; 

2nd ed., Vol. 1). Citapustaka Media Perintis. 

Ronto. (2012). Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara (Suharti, 

Ed.; Vol. 1). PT Balal Pustaka. 

Togatorop Marulak. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH 

MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGADAAN TANAH 

UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Ummu Lais, Ed.; Vol. 1). 



73  

 

 

STPN Press. 

Dirdjosisworo Soedjono. (2010).PENGANTAR ILMU HUKUM. 131. 

Raja Grafindo Persada. 

Yazid Fadhil. (2021). Pengantar Hukum Agraria, (Vol. 1). Undhar Press. 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 

mengenai Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin yang Sah; 

C. Sumber Lain 

Achmad Willya. (2024). KONFLIK SENGKETA LAHAN DAN 

STRATEGI PENYELESAIAN DI INDONESIA. 6(1), 9. 

Andri Gustiva. (2025). Rekonstruksi Hukum Agraria Pasca amandemen 

Undang- Undang Dasar 1945 Guna Menjunjung Otoritas Daerah . 

Jurnal Artikel, 6(1), 599. 

Arifin Tajul, & Rais Mujaddid Fakhri. (2023). PERBUATAN 

MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PASAL 1365 

KUHPERDATA DAN HADIS AL-TIRMIDZI NOMOR 1232. 

Kolaborasi, 3, 3052. 

Abduh, M. (2024). Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia. Jurnal Hukum 

Statuta, 3(2), 101–114. https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.9096 

Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga 

Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. Qanuniya : Jurnal 

Ilmu Hukum, 1(2), 11–21. 

https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896 

Ancong, S. (2025). Dampak Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin 

Diatas Tanah Hak Milik Orang. Perspektif Administrasi Publik dan 

hukum, 2(1), 112–119. 

https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif 



74  

 

 

Aditya Rizky Muhammad, & Mahmud Ade. (2022). Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Bambu Ilegal Dihubungkan 

dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan . 

Kolaborasi, 118. 

Alfianto Dwi. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat 

Dalam. 4(6). https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986. 

Akmal Ul. (2023). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum 

Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan 

Hukum,1.  

A. Andari. (2021). Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek 

Sengketa Dalam Perspektif Penegakan Hukum. Jurnal, 3. 

Ardiansyah, R., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). Tinjauan 

Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak 

Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik. Pancasakti Law Journal 

…, 267–278. 

https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/31%0Ahttps:/

/plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/download/31/26 

https://bangka.tribunnews.com/2023/08/26/siapa-di-balik-pt-foresta-

ada-perusahaan-yang-salah-satu-direksinya-mantan-kapolda-babel  

Benny, Maman, & Darman. (2024). Perlindungan Hukum Bagi 

masyarakat Lokal yang Menolak Hak tanahnya diambil Alih Untuk 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Jurnal Kolaborasi, 2, 959. 

Dewi Ratna, Simamora Sofian Abdi, Fitriana Rizka Della, & Diaka Efa. 

(2024). ANALISIS HUKUM TENTANG PELANGGARAN HAK 

ATAS TANAH DALAM KASUS PERAMPASAN TANAH DI 

INDONESIA. Jurnal 

Kolaborasi, 1, 112. 

Djatmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi 

Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata) Indonesia. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu 

Hukum, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350 

Dina Catur, A Ningtyas. Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian bagi 

Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA. (2023), 

Kolaborasi, 3(1). 

Edarap. (2021). BUY SPEAR FROM SIDE OR BEAR IT: KAJIAN 

KOMPARATIF PENGATURAN PERBUATAN MELAWAN 

HUKUM DI INDONESIA DAN BELANDA. Artikel, 1(2). 

Firdaus, F. H. (2024). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi 

https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986
https://bangka.tribunnews.com/2023/08/26/siapa-di-balik-pt-foresta-ada-perusahaan-yang-salah-satu-direksinya-mantan-kapolda-babel
https://bangka.tribunnews.com/2023/08/26/siapa-di-balik-pt-foresta-ada-perusahaan-yang-salah-satu-direksinya-mantan-kapolda-babel


75  

 

 

Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan. Masalah-Masalah Hukum, 

53(2), 135–144. https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.135-144 

Gisni Halipah. Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan hokum 

Dalam Konteks Hukum Perdata. (2023), Jurnal Kolaborasi,16. 

Heriyanto, Gulo Farius, Ubaidillah Rahmat, Yunus Muhamad, & 

Mayudin. (2021). PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM 

JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG FIDUSIA TERKAIT 

KESAMAAN KEDUDUKAN SERTIFIKAT FIDUSIA DAN 

KEPUTUSAN PENGADILAN (Anaslisis 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021). 

Kolaborasi, 2. 

Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., Hidayat, F., Studi, 

P., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2023). Tinjauan Yuridis 

Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. 

Jurnal Serambi Hukum, 16. 

 

Imam, P. (2010). Perubahan Mata Pencarian Dan Nilai Sosial Budaya 

Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hubungan 

Perubahan Mata Pencaharian Dengan Nilai Sosial Budaya Masyarakat 

di Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Belitung). 

Jarnawansyah Muhammad. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindakan 

Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia. Artikel, 2, 309. 

Jeane Neltje, & Indrawieny Panjiyoga. (2023). Nilai-Nilai Yang 

Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. Innovative: Journal of 

Social Science Research, 3(5), 2034–2039. 

Javier Rizky Andhika, Erlina, & Safitri Melisa. (2022). 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA 

PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH 

TANPA ALASAN HAK PADA LOKASI WISATA KAMPUNG 

VIETNAM. Kolaborasi, 3, 40. 

Livya Asifah Magfira Ngabito, Nirwan Junus, & Nurul Fazri Elfikri. 

(2024). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum 

Kepemilikan Hak Atas Tanah. Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, 

Politik dan Hukum Indonesia, 1(3), 54–63. 

https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.246 

Melisa, Khoiriyah Elmi, Pamungkas Bagus, Haridianti Inas, & Zildjianda 

Raestha. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan 

dan Kesejahteraan di Indonesia . Kolaborasi, 5, 243. 

Mujiyati, Utami Westi, & Azmy Nurul. (2021). Dampak Pengadaan 

Tanah Terhadap Perunagan Penggunaan Lahan Dan Kondisi Sosial 



76  

 

 

Masyarakat. Kolaborasi, 9(2), 179. 

Malau, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Perbuatan Melawan 

Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan 

Dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Binamulia Hukum, 12(2), 299–

307. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.427 

Manurung, Y. (2021). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum 

Terhadap Cacat Badan Di Indonesia. Dharmasisya, 1(November), 

1631–1654. 

https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarh

ub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/39 

M. Cevitra, G. (2023). Djajaputra. Perbuatan Melawan Hukum 

(Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Perkembangannya. Jurnal Kolaborasi, 6 (1). 

Nurmiati. (2024). Tinjauan Yurudis Perbuatan Melawan Hukum 

Terhadap Hak Atas Tanah. Kolaborasi, 4, 127. 

Patahuddin, M. K., Muaja, H. S., & Turangan, D. D. (2023). Pengaturan 

Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah 

Menurut Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - 

Pokok Agraria. Correspondencias & Análisis, 13(15018), 1–23. 

Patrimonium, L. (2024). Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan 

Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan 

Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum 

Inggris. In Issue 1 Lex Patrimonium (Vol. 3, Issue 

1).https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatriAvailableat:https://scholarhub.

ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss1/5 

Putong, A. C. M., Sumampow, J., & Nachrawy, N. (2025). Perlindungan 

Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan Atas 

Penyerobotan Hak Atas Tanah. Fakultas Hukum UNSRAT, 15(2), 1. 

Rosita. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. 

Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, VI(2), 85–98. 

https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548 

Ritonga Putra Ade Mhd, Fedryansyah Muhammad, & Nulhakim Akhmad 

Soni. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh 

PTPN II Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, 

Simalingkara, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). Kolaborasi, 4, 

127. 

Sisca Ferawati Burhanuddin, (2021). Analysis of Notary Deed as a Basic 

Reference to Evidence in Civil Law. 10. 

www.legal.isha.or.id/index.php/legal. 

Salman, T. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat 



77  

 

 

hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia. Jurnal Nalar 

Keadilan, 4(2), 49–57. 

Syahra, A., Yasin, A., Krisna, R., Hukum, F., Malikussaleh, U., & 

Internasional, K. K. (2024). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi 

Secara Mediasi Dalam Sengketa Kontrak Kerjasama Internasional 

Antara Hotel Dengan Agen Perjalanan Online. 

Soleman Stefanus. (2025). TANGGUNG JAWAB ATAS 

PENYALAGUNAAN KEADAAN DALAM PEMBUATAN 

AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG 

DIBUAT OLEH NOTARIS ATAS PERMINTAAN PARA PIHAK 

DAN AKIBAT HUKUMNYA. 4(11), 8456. 

 

Sari Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum 

Pidana Dan Hukum perdata. 2, 54. 

Tuasikal, H., & Dahliani. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui 

Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia 

Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and 

Its Implementation in Indonesia. Journal of Dual Legal Systems, 

2(1), 2025. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.322 

Triastika Nanda Della. (2016). Peralihan Hak Milik Tanah Tanpa Surat 

Tanah (Studi Kasus di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung 

Kabupaten Lampung Timur). 12. 

Tunggal, A., & Miharja, M. (2024). Penerapan Hukum Pidana Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi kasus 

putusan pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN 

Lbo). IBLAM LAW REVIEW, 4(4), 88–97. 

https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.470. 

Walean, K., Refly, S., & Gosal Vecky. (2021). TINDAK PIDANA OLEH 

PELAKU USAHA PERKEBUNAN YANG MEMBUKA DAN/ATAU 

MENGELOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR. 71(1), 63–

71. 

Wang, R. R., Wei, Y., Olkhov, V., Philips, T. K., Kobor, A., Timmins, F., 

McCabe, C., Context, T. H. E., Design, O. F., Wainwright, M. J., Jordan, 

M. I., Klami, A., Virtanen, S., Kaski, S., Proietti, T., Ly, S. S., Pho, K. H., 

Ly, S. S., Wong, W. K. W., … Cedep. (2020). UNSUR KESALAHAN 

DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

(Onrechmatige dand) PADA SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 

(Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk). SSRN Electronic Journal, 

8(1), 1689–1699. http://www.soas.ac.uk/cedep-

demos/000_P506_RM_3736- 

https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-

perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/  

https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.470
https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/
https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/

